

BAB III

OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN


3. 1 Objek Penelitian

3.1.1 Sejarah dan Perkembangan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon

Sejarah Departemen Tenaga Kerja tidak terlepas dari sejarah perjuangan bangsa dan tatanan politik yang berkembang sejak Proklamasi 17 Agustus 1945. Sejak berdirinya pemerintah Republik Indonesia sampai sekarang Kementrian atau Departemen yang diserahi tugas untuk menangani masalah ketenagakerjaan berulang kali mengalami perubahan baik berupa pembentukan baru, penyesuaian maupun penggabungan. Perubahan organisasi tersebut disebabkan oleh berkembangnya beban kerja yang harus ditangani.
Pada masa periode perang kemerdekaan dalam periode kabinet pertama yaitu Kabinet Presidentil, masalah perburuhan berada di bawah dan ditangani oleh Kementrian sosial. Keadaan ini berlanjut sampai masa Kabinet Syahrir III. Pengantian Kabinet yang berulang kali serta lahirnya partai – partai politik yang mewarnai gerakan kaum buruh, menjadikan penanganan masalah perburuhan semakin pelik, apalagi disertai oleh memburuknya keadaan ekonomi dan dalam keadaan perang.
Dikeluarkannya maklumat Presiden Nomor: 7 Tahun 1947 yang diumumkan tanggal 3 juli 1947 tentang susunan kabinet Amir Syarifudin, ditetapkan Surastri K. Trimurti sebagai pejabat Menteri Perburuhan dan MR. Wilopo sebagai Menteri Muda Perburuhan. Namun Menteri Perburuhan belum


36



dapat melakukan tugas pokok dan fungsinya, sebab belum ada Ketetapan Pemerintah Nomor : 3 tahun 1947 tanggal 25 juli 1947, tugas pokok Kementrian Sosial, termasuk didalamnya pelimpahan organisasi jawatan perburuhan, personil dan mata anggarannya. demikian eksistensi Kementrian Perburuhan baru mulai berfungsi setelah adanya Peraturan Pemerintah Nomor: 3 tahun 1947, oleh karena itu tanggal 25 Juli berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I Nomor : KEP- 288 / MEN / 1992 ditetapkan sebagai “Hari Jadi Departemen Tenaga Kerja”.
Setelah Kabinet Amir Syarifudin jatuh dan diganti oleh kabinet Hatta, tugas pokok Kementrian Perburuhan mencakup pula tugas urusan - urusan sosial, sehingga nama Kementrian Perburuhan berubah menjadi Kementrian Perubahan Sosial, dan sebagai pejabat Menterinya adalah RH. Kusnan. Pada masa Kabinet Hatta ini telah terjadi peristiwa clash II yang diikuti dengan dibentuknya Kabinet Darurat dimana Kementrian Perburuhan dan Urusan Sosial diperluas tugas dan fungsinya sehingga menjadi Kementrian Perburuhan, Sosial Pembangunan, Pemuda dan Keamanan dan sebagai Menterinya adalah Mr. Sultan Rasjid.
Periode perang kemerdekaan tercatat sebanyak 8 orang Menterinya yang pernah memimpin Kementerian perburuhan untuk 11 kali masa bakti Kabinet diantaranya 4 Menteri adalah Menteri Sosial dalam 4 kali masa bakti kabinet (keadaan sebelum dibentuk Kementerian Perburuhan). Dalam periode demokrasi Liberal dimulai pada pemerintahan Republik Indonesia Serikat
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(RIS), organisasi Kementerian Perburuhan tidak lagi mencakup urusan sosial. Pada masa RIS Negara Kesatuan Republik Indonesia di Yogyakarta merupakan negara bagian RIS, sehingga pada masa itu ada Menteri Perburuhan dipegang SM. Abidin. Organisasi kementerian perburuhan dan direktorat Tenaga Kerja (PMP 79 tahun 1954). Struktur organisasi tersebut tidak mengalami perubahan sampai dengan tahun 1954, kecuali untuk struktur organisasi ditingkat daerah yang secara terus menerus diadakan penyempurnaan. Dalam periode demokrasi liberal telah tercatat 8 orang Menteri Perburuhan dalam jangka waktu 10 kali masa bakti kabinet, termasuk Menteri Perburuhan Pemerintahan RIS.
Demokrasi Terpimpin dalam periode dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 telah membuka babak baru dalam tata kehidupan kenegaraan. Pada awal Demokrasi Terpimpin, Kementerian Perburuhan berada dalam naungan Menteri inti Bidang Produksi dan dipimpin oleh seorang Menteri Muda Perburuhan Ahem Erningpraja. Dalam perkembangannya Menteri Muda Perburuhan menjadi Menteri Perburuhan, dimana Menteri Perburuhan dalam melaksanakan tugasnya semula dibantu oleh 4 pembantu Menteri yang kemudian bertambah menjadi 5 pembantu Menteri. Dalam periode ini kehidupan kenegaraan diwarnai oleh kehidupan partai politik yang terpusat dalam pola.
Berdasarkan Keputusan Presiden No. 44 Tahun 1974 organisasi Departemen tenaga kerja berubah menjadi Departemen tenaga kerja,



Transmigrasi dan Koperasi dengan struktur organisasinya diatur dalam Keputusan Menteri Nakertranskop No. KEP-1000/MEN/1975. Dalam perkembangannya organisasi Departemen Nakertranskop mengalami perubahan dengan dipindahkannya urusan koperasi ke Departemen Perdagangan, kemudian disempurnakan kembali setelah masalah urusan transmigrasi dilimpahkan ke Departemen Transmigrasi. Penyempurnaan organisasi tersebut bersifat menyeluruh, dari yang semula menganut pendekatan holding company type beralih ke pendekatan integrated type. Struktur, organisasi yang baru diatur dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor: KEP-199/MEN/1984 yang mengacu kepada Keppres No.15 Tahun 1984. Struktur organisasi ini kemudian disempurnakan lagi khususnya yang menyangkut organisasi tingkat kantor pusat, yang selanjutnya tertuang dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor: KEP-525/MEN/1988 yang mengacu pada Nomor 30 Tahun 1987, dan berlaku hingga saat ini.
Pada masa transisi yaitu masa penertiban dan pembersihan aparatur pemerintahan dari unsur yang terlebat G 30 S/ PKI tercatat 3 kali penggantian kabinet, dengan jabatan Menteri tenaga Kerja tetap dipercayakan pada Dr. Awaludin Djamin., MPA. Dalam Masa Pembangunan Jangka Panjang Tahap I tercatat 6 orang Menteri yaitu Laksdya (L) Mursalim DM, Prof. DR. M. Sadli, Prof, DR, Subroto, Prof. Drs. Harun Zein, Laks (L) Sudamo, dan Drs. Cosmas Batubara.



Organisasi Departemen Tenaga kerja pada periode Pembangunan Jangka Panjang Tahap I jauh lebih mapan dari pada periode-periode sebelumnya. Demikian pula dengan kebijaksanaan dan program - program ketenagakerjaan lebih jelas dan kongkrit melalui tahapan-tahapan Repelita I sampai Repelita V. Selain itu perkembangan organisasi ekstra struktural yang mempunyai andil dalam mewujudkan eksistensi Departemen Tenaga Kerja adalah Dharma Wanita, Koperasi Pelita dan Brigade 357.
Pada tahun 2000 seiring dengan pemberlakuan Otonomi Daerah (OTDA) sebagian tugas pemerintah pusat diberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah khususnya PEMDA kabupaten atau kota, maka Pemerintah Daerah masing-masing penerapkan kebijakan-kebijakan yang disesuaikan dengan kepentingan pembangunan daerahnya khususnya kepentingan masyarakat. Dengan penerapan kebijakan pemerintah daerah maka hampir seluruh tatanan kedinasan yang berada didaerah menjadi wewenang pemerintah daerah yang bersangkutan tidak terlepas dengan dinas/instansi vertikal yang dahulu bertanggungjawab ke pemerintah pusat/departemen (kantor Departemen tingkat Kabupaten ke kantor wilayah Jakarta propinsi/kanwil terus ke Departemen) maka sejak tahun 2000 di Kabupaten Cirebon keberadaan kantor Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang berafilitasi ke Pemerintah daerah, dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon No.24 tahun 2000 tentang pembentukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan perda No. 25 tahun 2000 tentang organisasi dan



tata kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dirubah lagi dengan Perda Kabupaten Cirebon No. 25 tahun 2004 tentang pembentukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan perda Kabupaten Cirebon No.26 tahun 2004 tentang organisasi tata kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, maka sejak saat itu kedua kantor/instansi vertikal tersebut digabung menjadi satu, menjadi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cirebon.
Era Otonomi Daerah terbentuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cirebon (Perda Nomor 24 Tahun 2000 Tentang pembentukan Nomor 25 Tahun 2004) Perda Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008.


3.1.2 Struktur Organisasi

3.1.2.1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon

a. Kedudukan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon

1) Dinas Ketenagakerjaan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan Daerah.
2) Dinas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



b. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon

1. Dinas Ketenagakerjaan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
2. Dinas Ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan	kebijakan	bidang	tenaga	kerja	dan transmigrasi;
b. Pengelolaan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja;
c. Penempatan tenaga kerja;

d. Pengelolaan hubungan industrial;

e. Penyelenggaraan program transmigrasi;

f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
g. Pelaksanaan administrasi Dinas Ketenagakerjaan; dan

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.



3.1.3 Visi dan Misi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon

3.1.3.1 Visi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon

Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju Dan Aman.

3.1.3.2 Misi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon

a. Mewujudkan masyarakat yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai – nilai budaya, tradisi dan adat istiadat.
b. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi.
c. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai-nilai agama, budi pekerti, santun dan beretika.
d. Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul, sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah.
e. Memelihara keamanan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusifitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional.
3.1.4 Struktur Organisasi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon

1. Susunan organisasi Dinas Ketenagakerjaan, terdiri atas :



a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat Dinas, terdiri atas:

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

2. Subbagian Keuangan dan Aset;

3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

c. Bidang Hubungan Industrial, terdiri dari:

1. Seksi Persyaratan Kerja;

2. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

3. Seksi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
d. Bidang Pelatihan, Produktivitas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri atas:
1. Seksi Kelembagaan Pelatihan Kerja;

2. Seksi Produktivitas Tenaga Kerja;

3. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi.

e. Bidang Penempatan Tenaga Kerja, terdiri atas:

1. Seksi Informasi Pasar Kerja;

2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri;

3. Seksi Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri.

f. UPTD;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.
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Bentuk Struktur Organisasi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 apabila dijabarkan dalam bentuk gambar sebagai berikut:
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Gambar 3.1. Struktur Organisasi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon
Sumber : Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon, 2023



3.1.5 Uraian Tugas Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon

a. Kepala Dinas

1) Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan bahan perencanaan pada Dinas Ketenagakerjaan;

b. Perumusan	kebijakan	bidang	tenaga	kerja	dan	bidang transmigrasi;
c. Pengelolaan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja;

d. Penempatan tenaga kerja;

e. Pengelolaan hubungan industrial;

f. Penyelenggaraan program transmigrasi;

g. Pelaksanaan administrasi Dinas Ketenagakerjaan;

h. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Dinas Ketenagakerjaan ; dan
3) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.



b. Sekretariat Dinas

1) Sekretariat Dinas mempunyai tugas merumuskan, merencanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan aset, dan perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta mengoordinaskan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi.
2) Sekretariat Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan bahan perencanaan pada Sekretariat Dinas;

b. Pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
c. Pengendalian	pelaksanaan	urusan	perlengkapan	dan kerumahtanggaan;
d. Pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan;

e. Pengendalian pelaksanaan pengelolaan kearsipan, keprotokolan dan kehumasan;
f. Pengendalian	pengelolaan	administrasi kepegawaian;

g. Pengendalian	pengelolaan	administrasi	keuangan	dan pengelolaan aset/barang milik daerah;
h. Perumusan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan dan penganggaran;



i. Pengoordinasian	pelaksanaan	penyusunan	dan	pelaporan kinerja dan penyelenggaraan urusan pemerintahan;
j. Pengoordinasian penyusunan penataan organisasi dan tata laksana;
k. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat Dinas; dan
l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
3) Dalam	menyelenggarakan	tugas	dan	fungsi	Sekretariat membawahkan:
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan administrasi kepegawaian.
Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
a) Perumusan bahan perencanaan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
b) Pelaksanaan pengamanan sarana dan prasarana kantor;

c) Pelaksanaan penjagaan kebersihan lingkungan kantor;



d) Pelaksanaan pengadan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana kantor serta kendaraan dinas/operasional;
e) Pelaksanaan penyediaan kebutuhan rumah tangga meliputi listrik, air, telepon, serta peralatan rumah tangga kantor;
f) Pengelolaan administrasi persuratan / dokumen baik masuk maupun keluar serta pelaksanaan pendistribusian surat/dokumen kedinasan;
g) Pelaksanaan penyediaan alat tulis kantor dan barang cetakan serta penggandaan;
h) Pengendalian pelaksanaan kearsipan, keprotokolan dan kehumasan;
i) Pengoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan serta pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat;
j) Penyiapan bahan penyusunan analisis jabatan dan analisis kebutuhan pegawai;
k) Pelaksanaan urusan pengembangan karir, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pemberhentian dan pensiun pegawai;
l) Pelaksanaan urusan pegawai, penghargaan, dan evaluasi kinerja pegawai serta pengembangan pegawai;



m) Pengevaluasian dan pelaporan, pelaksanaan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian; dan
n) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
2. Subbagian Keuangan dan Aset

Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan aset serta penyusunan bahan laporan pertanggungjawaban keuangan dan aset.
Subbagian Keuangan dan. Aset dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
a) Perumusan bahan perencanaan pada Subbagian Keuangan dan Aset;
b) Pelaksanaan urusan perbendaharaan dan layanan administrasi keuangan;
c) Pelaksanaan akuntansi dan verifikasi pengelolaan keuangan;

d) Penyiapan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;

e) Pengoordinasian dan penyusunan laporan keuangan;

f) Penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah;

g) Pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;

h) Penyusunan laporan dan rekonsiliasi barang milik daerah;



i) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Keuangan dan Aset; dan
j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan perencanaan., evaluasi dan pelaporan.
Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
a) Perumusan bahan perencanaan pada Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
b) Penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan yang meliputi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
c) Penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian penyusunan yang meliputi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);



d) Penyusunan perjanjian kinerja, Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi kinerja;
e) Penyusunan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan/atau Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);
f) Pelaksanaan penilaian risiko melalui identifikasi risiko, analisis risiko dan rencana tindak pengendalian risiko serta pelaporan pengendalian risiko;
g) Penyiapan bahan penyusunan penataan organisasi;

h) Pengelolaan dan penyajian data dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan;
i) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
j) Pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh Sekretaris Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
c. Bidang Hubungan Industrial

1) Bidang Hubungan Industrial mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan pelaksanaan hubungan.
2) Bidang Hubungan Industrial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:



a. Perumusan	bahan	perencanaan	pada	Bidang	Hubungan Industrial;
b. Perumusan kebijakan teknis di hidang hubungan industrial;

c. Pengkajian	penetapan	upah	minimum	kabupaten	dan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja;
d. Pembinaan ketentuan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
e. Pembinaan dan organisasi pekerja dan buruh;

f. Pembentukan kelembagaan kerja_sama lembaga kerjasama Bipartit dan lembaga kerjasama Tripartit;
g. Pengkajian data informasi pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan;
h. Pembinaan mediator,konsiliator dan arbiter;

i. Pelaksanaan fasilitasi seleksi calon hakim ad-hoc pengadilan hubungan industrial;
j. Pengkajian rekomendasi obyek pengawasan ketenagakerjaan;

k. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Hubungan Industrial;dan
l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.



3) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Bidang Hubungan Industrial membawahkan :
1. Seksi Persyaratan Kerja

Seksi Persyaratan Kerja mempunyai tugas merumuskan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja sama bagi perusahaan.
Seksi Persyaratan Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
a) Perumusan bahan perencanaan pada Seksi Persyaratan Kerja;

b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang persyaratan kerja;
c) Penyiapan bahan dalam rangka membentuk kelembagaan melalui Perjanjian Kerja, pembuatan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama;
d) Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan perusahaan yang menyerahkan sebagian pekerjaan pada perusahaan lain;
e) Pelaksanaan mengiventarisasi data perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama dan perusahaan yang menyerahkan sebagian pekerjaan pada perusahaan lain;
f) Pelaksanaan pembinaan persyaratan kerja meliputi perjanjian kerja , peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama dan



perusahaan yang menyerahkan sebagian pekerjaan pada perusahaan lain;
g) Pelaksanaan verifikasi dan membukukan Perjanjian Kerja, Pengesahan Peraturan Perusahaan, Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama dan perusahaan yang menyerahkan sebagian pekerjaan pada perusahaan lain meliputi laporan jenis pekerjaan penunjang dan/atau perubahannya, pendaftaran perjanjian pemborongan pekerjaan, pendaftaran perjanjian penyedia jasa pekerja/buruh dan pencatatan perjanjian kerja dalam penyedia jasa pekerja/buruh;
h) Pelaksanaan pembuatan naskah Tanda Bukti Pencatatan Perjanjian Kerja, Pengesahan Peraturan Perusahaan, Pendaftaran Perjanijan Kerja Bersama dan perusahaan yang menyerahkan sebagian pekerjaan pada perusahaan lain rneliputi bukti laporan jenis pekerjaan penunjang dan/ atau perubahannya, bukti pendaftaran perjanjian pemborongan pekerjaan, bukti pendaftaran perjanjian penyedia jasa pekerja/buruh dan pencatatan perjanjian kerja dalam penyedia jasa pekerja/buruh;
i) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Persyaratan Kerja; dan



j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Hubungan Industrial yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
2. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosiai Tenaga Kerja mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial kerja.
Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
a) Perumusan bahan perencanaan pada Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja;
c) Penyusunan bahan petunjuk teknis pembinaan Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
d) Pelaksanaan menginventarisasi data Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
e) Pelaksanaan fasilitasi Dewan Pengupahan meliputi rapat, koordinasi, konsultasi dengan instansi/lembaga terkait;



f) Pelaksanaan koordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Kesehatan;
g) Pelaksanaan pembinaan dan monitoring pelaksanaan upah minimum dan survei kemampuan serta perkembangan sistem pengupahan;
h) Pelaksanaan pembinaan Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja meliputi sistem pengupahan, struktur skala upah, perhitungan upah kerja lembur, kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan;
i) Pelaksanaan pendataan dan pemantauan pemberian tunjangan hari raya, fasilitas kesejahteraan tenaga kerja dan
keluarganya;

j) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan
k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Hubungan Industrial yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
3. Seksi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Seksi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan



pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah.
Seksi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
a) Perumusan bahan perencanaan pada Seksi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
c) Pelaksanaan pendataan dan pemetaan data informasi perusahaan dan permasalahan tenaga kerja;
d) Pelaksanaan fasilitasi pembinaan teknis organisasi pengusaha, organisasi pekerja dan buruh serta kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja;
e) Penyiapan bahan dalam rangka membentuk kelembagaan lembaga kerjasama Bipartit dan lembaga kerjasama Tripartit di perusahaan;
f) Pelaksanaan menginventarisasi data/verifikasi pencatatan serikat pekerja/buruh dan lembaga kerjasama Bipartit;
g) Pelaksanaan pembinaan, pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan;



h) Pelaksanaan fasilitasi pembinaan teknis mediator, konsiliator dan arbiter;
i) Pelaksanaan fasilitasi teknis seleksi calon hakim   ad-hoc

pengadilan hubungan industrial;

j) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; dan
k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Hubungan Industrial yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
d. Bidang Pelatihan, Produktivitas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1) Bidang Pelatihan, Produktivitas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pelatihan kerja, produktivitas tenaga kerja dan transmigrasi.
2) Bidang Pelatihan, Produktivitas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan bahan perencanaan pada Bidang Pelatihan, Produktivitas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelatihan, produktivitas tenaga kerja dan transmigrasi;



c. Penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi (PBK);

d. Pemverifikasian informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan disebarluaskan kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
e. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia lembaga pelatihan kerja swasta;
f. Pemberian perijinan kepada lembaga pelatihan kerja swasta dan perusahaan yang akan menyelenggarakan pelatihan, dan pemberian Tanda Daftar kepada lembaga pelatihan kerja Pemerintah dan Lembaga Pelatihan di Perusahaan;
g. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta dan peningkatan mutu pengelolaan lembaga pelatihan;
h. Pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan pembinaan standardisasi kompetensi dan pelatihan kerja, kelembagaan pelatihan, instruktur dan tenaga pelatihan, pemagangan dan produktivitas;
i. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pemagangan pada perusahaan di dalam negeri maupun program pemagangan keluar negeri;
j. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan transmigrasi

k. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka kegiatan perluasan kesempatan kerja dengan stakeholder terkait;



l. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Pelatihan, Produktivitas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan
m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
3) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Bidang Pelatihan, Produktivitas Tenaga Kerja dan Transmigrasi membawahkan :
1. Seksi Kelembagaan Pelatihan Kerja

Seksi Kelembagaan Pelatihan Kerja, mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta.
Seksi Kelembagaan Pelatihan Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
a) Perumusan bahan perencanaan pada Seksi Kelembagaan Pelatihan Kerja;
b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kelembagaan pelatihan kerja;
c) Penyusunan bahan informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan disebarluaskan;
d) Pelaksanaan analisa kebutuhan pelatihan kerja bagi sumber daya manusia lembaga pelatihan kerja swasta;



e) Pelaksanaan verifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan disebarluaskan kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
f) Pelaksanaan pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;

g) Pelaksanaan Pemberian Izin kepada Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;
h) Pelaksanaan pemberian tanda daftar lembaga pelatihan kerja Pemerintah dan Lembaga Pelatihan di Perusahaan;
i) Penyelenggaraan fasilitasi sertifikasi kompetensi;

j) Penyelenggaraan fasilitasi akreditasi lembaga pelatihan kerja;

k) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Kelembagaan Pelatihan Kerja; dan
l) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelatihan, Produktivitas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
2. Seksi Produktivitas Tenaga Kerja

Seksi Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi dan proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi.



Seksi Produktivitas Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
a) Perumusan bahan perencanaan pada Seksi Produktivitas Tenaga Kerja;
b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang produktivitas tenaga kerja;
c) Pelaksanaan pembinaan kepada perusahaan dalam rangka peningkatan produktivitas tenaga kerja;
d) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja di bidang pelatihan dan produktivitas tingkat provinsi, kabupaten atau kota;
e) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian, evaluasi laporan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja;
f) Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pemagangan pada perusahaan di dalam negeri maupun program pemagangan keluar negeri;
g) Pelaksanaan pembinaan dan pembentukan Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan (FKJP);
h) Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemagangan di dalam negeri maupun program pemagangan ke luar negeri;
i) Pelaksanaan pembinaan instruktur latihan kerja dan tenaga pelatihan;



j) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Produktivitas Tenaga Kerja; dan
k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelatihan, Produktivitas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
3. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi

Seksi Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan perluasan kesempatan kerja dan program penyelenggaraan transmigrasi.
Kepala Seksi Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
a) Perumusan	bahan	perencanaan	pada	Seksi	Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi;
b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perluasan kesempatan kerja dan transmigrasi;
c) Penyiapan bahan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan Perluasan Kesempatan Kerja;
d) Pelaksanaan	verifikasi	dokumen	pengajuan	perluasan kesempatan kerja;



e) Pelaksanaan identifikasi lokasi perluasan kesempatan kerja berdasarkan karakteristik wilayah dan potensinya;
f) Pelaksanaan koordinasi dalam rangka kegiatan perluasan kesempatan kerja dengan stakeholder terkait;
g) Pelaksanaan analisis kebutuhan perluasan kesempatan kerja di lokasi yang telah disiapkan;
h) Pelaksanaan kegiatan perluasan kesempatan melalui penerapan dan pemanduan Teknologi Tepat Guna, sistem Padat Karya, Pengembangan Kewirausahaan Tenaga Kerja Mandiri;
i) Pelaksanaan pemberdayaan purna Pekerja Migran Indonesia melalui kegiatan pelatihan dan pembinaan Kewirausahaan;
j) Pelaksanaan fasilitasi ekspo Kelompok Wirausaha Teknologi Tepat Guna, Tenaga Kerja Mandiri, dan purna Pekerja Migran Indonesia;
k) Penyusunan bahan konsep pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perluasan kesempatan kerja dan transmigrasi;
l) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kerjasama pembangunan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
m) Pelaksanaan memindahkan dan menempatkan transmigran yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/ kota;
n) Fasilitasi penyelenggaraan transmigrasi;



o) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi; dan
p) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelatihan, Produktivitas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
e. Bidang Penempatan Tenaga Kerja

1) Bidang Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan penempatan tenaga kerja.
2) Bidang Penempatan Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan bahan perencanaan pada Bidang Penempatan Tenaga Kerja;
b. Perumusan kebijakan teknis di bidang penempatan tenaga kerja;

c. Pengoordinasian pemberian dan penyebarluasan informasi pasar kerja dalam pelayanan antar kerja;
d. Penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pelayanan antar kerja serta Pengoordinasian perantaraan kerja dalam pelayanan antar kerja;
e. Pelaksanaan pelayanan proses Penempatan Tenaga Kerja melalui mekanisme penempatan Antar Kerja Lokal (AKL),



Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Antar Negara (AKAN);
f. Pelayanan Penerbitan izin kepada Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta;
g. Pelaksanaan	penyebarluasan	informasi	pasar	kerja	dan pengendalian pengolahan data informasi pasar kerja;
h. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

i. Pelaksanaan	pemberian	pelayanan	perpanjangan	Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
j. Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah;

k. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Penempatan Tenaga Kerja; dan
l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
3) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Bidang Penempatan Tenaga Kerja membawahkan :
1. Seksi Informasi Pasar Kerja

Seksi Informasi Pasar Kerja mempunyai tugas merumuskan,mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan penyelenggaraan informasi pasar kerja.



Seksi Informasi Pasar Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
a) Perumusan bahan perencanaan pada Seksi Informasi Pasar Kerja;
b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang informasi pasar kerja;
c) Penyiapan bahan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pemberian informasi pasar kerja pada pencari kerja dan pemberi kerja;
d) Pelaksanaan pemberian layanan AK-1 kepada pencari kerja;

e) Pelaksanaan penyuluhan bimbingan jabatan kepada pencari kerja;
f) Pemberian layanan informasi lowongan kerja/LILK mekanisme antar kerja lokal (AKL), antar kerja anatar daerah (AKAD) dan antar kerja antar negara (AKAN);
g) Pelaksanaan job kanvasing terkait informasi database dan pencarian lowongan kerja pada perusahaan;
h) Penyusunan, pengolahan, menganalisa dan menyajikan data IPK dan lowongan pekerjaan dalam rangka penyusunan informasi bursa tenaga kerja dalam dan luar negeri;
i) Penyusunan perencanaan tenaga kerja daerah dalam rangka pengolahan data ketenagakerjaan mikro dan makro;



j) Penyelenggaraan pameran bursa tenaga kerja (job fair);

k) Pelayanan penerbitan pendirian bursa kerja khusus pada satuan pendidikan menengah/tinggi dan lembaga pelatihan kerja;
l) Pelaksanaan pemenuhan kebutuhan untuk operasional layanan informasi pasar kerja online;
m) Pemberian rekomendasi kepada pihak swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja (job fair) skala kabupaten;
n) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Informasi Pasar Kerja; dan
o) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri

Seksi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan penempatan tenaga kerja luar negeri.
Seksi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
a) Perumusan bahan perencanaan pada Seksi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri;



b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penempatan tenaga kerja luar negeri;
c) Pelaksanaan bahan saran prasarana Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) untuk pelaksanaan penempatan dan perlindungan PMI;
d) Pengendalian dan pembinaan cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) berdomisili Kab. Cirebon;
e) Pelaksanaan mekenisme antar kerja antar negara (AKAN) terkait pendaftaran, seleksi, minat bakat dan keterampilan;
f) Pelaksanaan verifikasi dan legislasi perjanjian penempatan antara pihak P3MI dan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI);
g) Fasilitasi dan mediasi penyelesaian permasalahan CPMI, PMI dan Purna PMI dengan P3MI;
h) Pelaksanaan pendampingan pemulangan PMI yang bermasalah;

i) Penyeberluasan informasi tentang perlindungan dan kompetensi calon PMI;
j) Penyusunan data base CPMI/PMI dan PMI bermasalah;

k) Pelaksanaan pembekalan kepada Aparatur Pemerintah Desa terkait pelayanan CPMI dan Pembentukan Desa Migran Produktif (Desmigratif);
l) Pelaksanaan pelatihan vokasi melalui orientasi pembekalan pemberangkatan CPMI;



m) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri; dan
n) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
3. Seksi Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri

Seksi Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan penempatan tenaga kerja dalam negeri.
Seksi Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
a) Perumusan bahan perencanaan pada Seksi Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri;
b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penempatan tenaga kerja dalam negeri;
c) Pelaksanaan penerbitan ijin lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS);
d) Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian LPTKS;

e) Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan proses penempatan yang dilakukan oleh bursa kerja khusus;



f) Fasilitasi proses penempatan (pendafataran, seleksi, dan penempatan) melalui mekanisme antar kerja lokal, antar kerja antar daerah yang dilakukan perusahaan (WLL-2);
g) Pelaksanaan sinkronisasi perpanjangan ijin memperkerjakan tenaga kerja asing (IMTA);
h) Pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi perusahaan yang menggunakan tenaga kerja asing (TKA);
i) Pelaksanaan fasilitasi penyandang disabilitas;

j) Penyusunan data base penempatan tenaga kerja dalam negeri;

k) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri; dan
l) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
f. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

Pembentukan, tugas, fungsi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Ketenagakerjaan ditetapkan dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan kebutuhan dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
g. Kelompok Jabatan Fungsional

1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas menunjang tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan keahliannya masing-masing.



2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, atau Jabatan Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditentukan berdasarkan kebutuhan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.


3.1.6 Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon

1. Umum

1) Hal-hal yang menjadi tugas dan fungsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
2) Setiap pimpinan unit kerja bertanggung jawab secara berjenjang kepada atasan langsung masing-masing dan wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronasi dan simplifikasi.
3) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya.



2. Hal Mewakili

1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris Dinas.
2) Dalam hal Sekretaris Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.


3.1.7 Keadaan Pegawai

Pegawai pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon terdapat 42 orang yang terdaftar sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan komposisi menurut tingkat pendidikan, jabatan, golongan dan tingkat umur per 14 Oktober 2022 sebagai berikut :


Tabel 3.1
Jumlah Pegawai Dinas Ketenagakerjaan Berdasarkan Pendidikan dan Golongan


	No
	Uraian
	Volume
	Satuan

	1.
	Menurut Tingkat Pendidikan

	
	Pascasarjana (S2)
	7
	Orang

	
	Strata 1 (S1)
	24
	Orang

	
	Diploma III
	5
	Orang

	
	Diploma II
	1
	Orang

	
	SLTA Sederajat
	4
	Orang

	
	Sekolah Dasar
	1
	Orang






	No
	Uraian
	Volume
	Satuan

	Jumlah
	42
	Orang

	2.
	Menurut Eselon

	
	Eselon II b
	1
	Orang

	
	Eselon III a
	1
	Orang

	
	Eselon III b
	3
	Orang

	
	Eselon IV a
	4
	Orang

	
	Eselon IV b
	1
	Orang

	Jumlah
	10
	Orang

	3.
	Menurut tingkat Golongan

	
	Golongan IV
	6
	Orang

	
	Golongan III
	31
	Orang

	
	Golongan II
	4
	Orang

	
	Golongan I
	1
	Orang

	Jumlah
	42
	Orang


Sumber : Data Kepegawaian Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon, 2023


3.1.8 Keadaan Sarana dan Prasarana

Pegawai Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon beserta seluruh unsur jabatan yang ada didalamnya ditunjang oleh fasilitas untuk memperlancar pekerjaan dan pelayanan yang ada di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon. Fasilitas tersebut terdiri dari tanah, mesin dan peralatan (termasuk didalamnya kendaraan, mebel, elektronik), gebung dan bangunan.



Berikut rincian tabel sarana dan prasarana di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon.
Tabel 3.2
Sarana dan Prasarana Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon

	No
	Nama Barang
	Jumlah Barang

	1
	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah
	3
	Bidang

	2
	A.C. Split
	44
	Buah

	3
	Bangku Tunggu
	23
	Buah

	4
	Brandkas
	1
	Buah

	5
	Compresor Elektrik
	2
	Buah

	6
	Compresor Engine
	2
	Buah

	7
	Kursi Besi/Metal
	33
	Buah

	8
	Kursi Kerja Pejabat Eselon
	10
	Buah

	9
	Kursi Lipat
	169
	Buah

	10
	Kursi Putar
	7
	Buah

	11
	Kursi Rapat
	110
	Buah

	12
	Laptop
	3
	Buah

	13
	Layar Film/Projector
	3
	Buah

	14
	LCD Projector/Infocus
	2
	Buah

	15
	Lemari Besi/Metal
	30
	Buah

	16
	Lemari Es
	4
	Buah

	17
	Lemari Kaca
	2
	Buah

	18
	Loudspeaker
	4
	Buah

	19
	Meja 1/2 Biro
	12
	Buah

	20
	Meja Kerja Kayu
	32
	Buah

	21
	Meja Kerja Pejabat Eselon
	10
	Buah

	22
	Meja Panjang
	4
	Buah

	23
	Meja Rapat
	11
	Buah






	No
	Nama Barang
	Jumlah Barang

	24
	Meja Resepsionis
	2
	Buah

	25
	Mesin Absensi
	4
	Buah

	26
	Microphone
	1
	Buah

	27
	Mimbar/Podium
	3
	Buah

	28
	P.C Unit
	56
	Buah

	29
	Papan Pengumuman
	3
	Buah

	30
	Printer
	32
	Buah


Sumber : Data Kepegawaian Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon, 2023


3. 2 Metode Penelitian

3.2.1 Metode Penelitian yang Digunakan

Metode penelitian menurut (Sugiono, 2014:2) merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu : cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan peneliti itu didasarkan ciri- ciri keilmuan yaitu, rasional, empiris dan sistematis.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif yang meneliti terhadap masalah yang terjadi dan bersifat (actual).
Penelitian deskriptif kuantitatif atau metode deskriptif kuantitaif merupakan penelitian yang bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk mencandarkan karakteristik individu atau kelompok. Penelitian ini menilai sifat dari kondisi-kondisi yang tampak. Tujuan dalam penelitian ini dibatasi untuk menggambarkan karakteristik sesuatu sebagaimana adanya. (Syamsudin & Damiyanti : 2011)



3.2.2 Desain Penelitian

Desain penelitian atau paradigma adalah menjabarkan berbagai variabel dengan variabel yang lain, sehingga akan mudah dirumuskan masalah penelitiannya, pemilihan teori yang relevan, rumusan hipotesis yang diajukan, metode/strategi penelitian, teknik analisis yang akan digunakan serta kesimpulan yang diharapkan (Sugiyono, 2014).
Penelitian ini menggunakan desain penelitian assosiatif dengan pendekatan kuantitatif, desain assosiatif digunakan dalam penelitian untuk menganalisis dugaan terhadap ada tidaknya hubungan secara signifikan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2014 : 21). Desain penelitian ini menggunakan metode survey yang dianggap cocok dengan masalah yang diteliti, dengan angket sebagai alat pengumpul data yang pokok dan menggunakan pedoman wawancara guna melengkapi informasi kuantitatif yang diperoleh melalui pernyataan dalam angket.

3. 3 Populasi dan Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014 : 90). Adapun populasi yang terdapat di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon berjumlah 39 pegawai.



3.3.2 Teknik Penarikan Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2014 : 114). Teknik sampling merupakan Teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan (Sugiyono, 2014:116). Teknik sampling pada dasarnya dikelompokkan menjadi dua yaitu probability sampling dan nonprobability sampling.
Menurut Sugiyono (2014:118) definisi probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Selanjutnya menurut Sugiyono (2014:120) definisi nonprobability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.
Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah nonprobability sampling dengan teknik yang diambil yaitu sampling jenuh (sensus). Teknik sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2014:118). Maka dari itu, Penulis memilih sampel menggunakan teknik sampling jenuh karena jumlah populasi yang relatif kecil. Sehingga sampel yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 39 orang.



3.3.3 Teknik Pengumpulan data

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari literature, buku-buku, dokumen-dokumen dan sumber- sumber tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang penulis teliti untuk diperlukan penulis sebagai bahan referensi dan acuan penelitian.
2. Studi Lapangan, terdiri atas :

a. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian. Penulis melakukan pengamatan langsung pada objek pnelitian, dimana keberadaan penulis hanya mengamati dan tidak terlibat dalam proses kerja.
b. Wawancara

Wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab dengan pegawai di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon. Wawancara tersebut dilakukan secara terstruktur, dimana dalam melaksanakan tanya jawab berpatokan pada pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.
c. Angket

Angket yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden disertai



alternatif jawabannya. Dengan demikian anagket ang digunakan adalah angket tertutup. Dimana tidak menyediakan jawaban lain kecuali yang sudah tersedia. Penyusunan angket telah didasarkan pada skala likert, yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, serta persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2014). Angket yang digunakan merupakan pernyataan dengan disertai dengan alternatif jawaban beserta bobot nilainya, seperti terlihat pada tabel berikut ini :
Tabel 3.3
Alternatif Jawaban Responden dalam Angket

	Alternatif Jawaban
	Nilai Skor

	Sangat Baik (SB)
	5

	Baik (B)
	4

	Cukup Baik (CB)
	3

	Tidak Baik (TB)
	2

	Sangat Tidak Baik (STB)
	1




3. 4.Operasionalisasi Variabel Penelitian

3.4.1 Definisi Operasionalisasi

1. Kinerja Pegawai merupakan variabel x atau bebas yang merupakan suatu keahlian yang memberikan dukungan terhadap pelaksanaan pelayanan publik sehingga dapat berkualitas yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon.
Sub Variabel bebas dari kinerja pegawai menurut T.R. Mitchell (dalam Sedarmayanti, 2014 : 15) terdiri dari :



1. Kualitas Pelayanan (Quality of work);
2. Komunikasi (Communication);
3. Kecepatan (Promptness);
4. Kemampuan (Capability);
5. Inisiative (Intiative).

2. Kualitas pelayanan publik merupakan variabel y atau variabel terikat yang merubakan sebuah tempat untuk organisasi melaksanakan kegiatannya, dengan adanya kualitas pelayanan yang baik mak tujuan organisasi tercapai.
Sub Variabel terikat yaitu kualitas pelayanan publik menurut Zeithaml dkk (1990) (dalam Hardiansyah 2018 : 46) terdiri dari :
1. Beruwujud (Tangibel);
2. Kehandalan (Reliability);
3. Ketanggapan (Responsiviness);
4. Jaminan (Assurance);
5. Empati (Emphaty).

3. Pegawai adalah orang yang melaksanakan pekerjaan aparatur pemerintah untuk menjalankan tugas dan fungsinya.
4. Pengaruh positif dan signifikan adalah keeratan hubungan dan determinasi kinerja pegawai terhadap kualitas pelayanan, dimana tinggi rendahnya kualitas pelayanan publik di sebabkan karena tinggi rendahnya kinerja pegawai.

3.4.2 Operasionalisasi Variabel Penleitian

Berdasarkan definisi operasional tersebut di atas, penulis mengemukakan operasionalisasi variabel sebagai berikut :



Tabel 3.4 Operasionalisasi Variabel Penelitian


	Variabel
	Dimensi
	Indikator

	1
	2
	3

	










Kinerja Pegawai (Variabel X)

T.R. Mitchell dalam Sedarmayanti (2014 : 51)
	1. Kualitas Kerja
(Quality of work)
	1. Bekerja sesuai tugas dan tanggungjawab
2. Bekerja sesuai arahan pimpinan
3. Melakukan perbaikan
terus menerus dalam pekerjaan

	
	2. Komunikasi
(Communication)
	4. Komunikasi dengan pimpinan
5. Komunikasi dengan sesama pegawai
6. Komunikasi dengan pengguna layanan/masyarakat

	
	3. Ketepatan Waktu
(Promptness)
	7. Tepat waktu datang ke tempat kerja
8. Tepat waktu dalam menyelesaikan tugas
9. Berada di tempat kerja pada jam kerja

	
	4. Kemampuan
(Capability)
	10. Kemampuan administrasi
11. Kemampuan teknologi
12. Kemampuan bekerja sama

	
	5. Inisiative
(Intiative)
	13. Memberikan inisiatif/gagasan untuk perbaikan tugas
14. Ikut berpartisipasi dalam upaya pemecahan masalah yang dihadapi
15. Ikut memberikan solusi untuk masalah yang dihadapi






	Variabel
	Dimensi
	Indikator

	

Kualitas Pelayanan Publik
(Variabel Y)

Zeithaml dkk (1990) dalam Hardiasnyah (2018 : 46)
	1. Beruwujud
(Tangibel)
	1. Kemudahan dalam proses pelayanan
2. Kemudahan akses pelanggan dalam permohonan pelayanan

	
	2. Kehandalan
(Reliability)
	3. Kemampuan petugas dalam melayani pelanggan
4. Keahlian petugas dalam menggunakan alat bantu
dalam proses pelayanan

	
	3. Ketanggapan
(Responsiviness)
	5. Merespon setiap pelanggan yang ingin mendapatkan pelayanan
6. Petugas melakukan pelayanan dengan cepat

	
	4. Jaminan
(Assurance)
	7. Petugas memberikan jaminan tepat waktu dalam pelayanan
8. Petugas memberikan jaminan kepastian biaya dalam pelayanan

	
	5. Empati (Emphaty)
	9. Mendahulukan kepentingan pelanggan
10. Petugas Melayani Dengan Tidak Diskriminatif (Membeda-Bedakan)




3. 5 Pengujian Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian menurut M. Subana dan Sudrajat (2001 : 127) berkaitan dengan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data karena instrumen penelitian merupakan alat bantu pengumpulan data dan pengolahan data tentang variabel- variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi instrumen penelitian atau alat ukur adalah angket. Angket sebagai instrumen penelitian atau alat ukur harus



memiliki dua syarat yaitu harus mampu menghasilkan data yang valid (akurat/tepat) dan realibel (konsisten/tepat).
Data yang valid adalah data yang akurat atau tepat. Dalam penelitian kuantitatif, data yang valid adalah kesamaan antara kondisi obyektif di lapangan dengan data hasil angket.

3.5.1 Pengujian Validitas Instrumen Penelitian

Uji validitas adalah suatu pengujian pengabsahan instrumen penelitian. Valid adalah absah, validitas berarti ketepatan alat ukur yang digunakan untuk mengukur varibel penelitian. Angket yang valid adalah angket yang terdiri dari item-item (pernyataan) yang benar-benar tepat untuk mengukur tingkat pendidikan personal. Untuk menguji validitas variabel tingkat pendidikan personal digunakan instrumen penelitian (angket) yang berisi penyataan- pernyataan tentang tingkat pendidikan personal.
Pengujian validitas instrumen penelitian dilakukan penyebaran angket terhadap 39 responden dan hasilnya dilakukan pengolahan data. Adapun rumus statistik yang penulis gunukan adalah Koefisien Korelasi Person Product Moment, yaitu sebagai berikut :
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Keterangan :

𝑟𝑦𝑥	= Koefisien korelasi person product moment

Σ𝑥2	= Kuadrat selisih antara skor total variabel X dengan rata-ratanya

Σ𝑦2	= Perkalian dari selisih skor total variabel X dikurangi rata-ratanya dengan total skor total variabel Y dikurangi rata-ratanya.
Hasil angket berupa skor jawaban responden diolah dan dianalisis dengan alat uji statistik yaitu Program SPSS 22 (Statistical Package for Social Sciene 22). Dari hasil tersebut akan diperoleh nilai 𝑟𝑦𝑥 hitung yaitu nilai 𝑟𝑦𝑥 dai hasil perhitungan komputer dengan rumus tersebut. Selanjutnya nilai
𝑟𝑦𝑥 dihitung dibandingkan dengan nilai 𝑟𝑦𝑥 tabel, sehingga dapat ditentukan valid atau tidaknya suatu item dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Suatu item dalam angket dinyatakan valid apabila 𝑟𝑦𝑥 hitung > 𝑟𝑦𝑥 tabel.

2. Suatu item dalam angket dinyatakan tidak valid apabila 𝑟𝑦𝑥 dihitung < 𝑟𝑦𝑥 tabel.

3.5.2 Pengujian Reliabilitas Instrumen Penelitian

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui adanya konsistensi alat ukur dalam penggunaannya atau dengan kata lain alat ukur tersebut mempunyai hasil yang konsisten apabila digunakan berkali-kali pada waktu yang berbeda. Uji realibilitas dilakukan terhadap instrumen kuesioner yang dinyatakan reliable. Pengambilan keputusan dengan pengujian statistik Cronbach Alpha suatu variabel ditentukan dengan membandingkan hasil



pengujian r alpha dengan nilai 0,60 apabila r alpha > 0,60 maka instrumen dinyatakan realiable. Dengan menggunakan rumus sebagai berikut :
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Keterangan :

𝑟11	= Koefisien reliabilitas instrumen k	= Jumlah butir pertanyaan
Σ𝜎𝑏2	= Jumlah varians butir
𝜎𝑡2	= Varians total
Kriteria reliabel tidaknya instrumen penelitian (angket), yaitu :

1. Jika 𝑟11 ≤ 0,6, maka instrumen penelitian tidak reliabel.

2. Jika 𝑟11 > 0,6, maka instrumen penelitian reliabel.

3. 6 Teknik Analisis Data

3.6.1 Koefisiensi Korelasi Sederhana
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)Untuk menghitung koefisien korelasi sederhana digunakan rumus Product Moment dari Pearson sebagai berikut :
(Sugiyono, 2014 : 212)

Keterangan :

𝑟𝑦𝑥	= Koefisien korelasi person product moment

Σ𝑥2 = Kuadrat selisih antara skor total variabel X dengan rata-ratanya



Σ𝑦2 = Perkalian dari selisih skor total variabel X dikurangi rata-ratanya dengan total skor total variabel Y dikurangi rata-ratanya.
Untuk dapat memberikan interpretasi Pengaruh Kinerja Pegawai di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon, maka dapat berpedoman pada interpretasi yang dikemukakan oleh Sugiyono (2014 : 214) sebagai berikut :

Tabel 3.5
Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi

	Interval Koefisien
	Tingkat Pengaruh

	0,00 – 0,199
	Sangat rendah

	0,20 – 0,399
	Rendah

	0,40 – 0,599
	Sedang

	0,60 – 0,799
	Kuat

	0,8 – 1,000
	Sangat Kuat


Sumber : (Sugiyono, 2014 : 214)

3.6.2 Uji Koefisien Determinasi

Untuk menghitung besarnya pengaruh antara variabel X (Kinerja Pegawai) terhadap variabel Y (Kualitas Pelayanan), kemudian dapat dilakukan dengan cara menghitung koefisien determinasi dengan rumus sebagai berikut:
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Keterangan :

KD = Besarnya Koefisien Determinan r	= Koefisien Korelasi



3.6.3 Regresi Linier Sederhana

Analisis Regresi Linier Sederhana adalah metode statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel faktor penyebab (X) terhadap variabel akibatnya (Y). Faktor penyebab pada umumnya dilambangkan dengan X atau disebut dengan Predictor sedangkan variabel akibat dilambangkan dengan Y atau disebut juga dengan Response Regresi Linier Sederhana atau sering disingkat dengan SLR (Simple Linear Regression) juga merupakan salah satu metode statistik yang dipergunakan dalam produksi untuk melakukan peramalan atau prediksi tentang karakteristik kualitas maupun kuantitas. Model persamaan Regresi Linear Sederhana adalah
sebagai berikut :

 (
Y =
 
a +
 
bX
)(Sugiyono, 2014 : 212)


Dimana :

Y = Variabel Response atau Variabel Akibat (Dependent)

X = Variabel Predictor atau Variabel Faktor Penyebab (Independent)

a = Konstanta

b = Koefisien Regresi (kemiringan); besaran response yang ditimbulkan oleh Predictor

3.6.3.1 Uji Linieritas

Uji linieritas dimaksud untuk mengetahui apakah data yang diperoleh   berbentuk   linier   atau	tidak dengan ketentuan tingkat



signifikansi 5% (0,05). Dengan melihat nilai signifikansi deviation from linearily pada output uji linieritas. Jika data berbentuk linier, maka digunakan analisis regresi linier maka pada pengujian hipotesis dapat dipertanggungjaawabkan. Dengan kriteria pengujian yaitu :
· Jika signifikansi > 0,05 maka terdapat hubungan linier.

· Jika signifikansi < 0,05 maka tidak terdapat hubungan linier.


3.6.3.2 Uji Hipotesis (Uji t)

Penelitian ini dilakukan dengan menghitung data item dari sampel yang diambil dari populasi, maka harus mencari nilai signifikan. Nilai ini untuk mengetahui apakah data yang berasal dari sampel berlaku juga untuk populasi.
Untuk menghitung menggunakan program komputer SPSS

dengan rumus :
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Keterangan :

t	= test

r	= r hitung

n = jumlah sampel (responden)



3. 7 Jadwal Penelitian

Tabel 3.5 Jadwal Penelitian

	Kegiatan
	Tahun
	2023

	
	Bulan
	Februari
	Maret
	April
	Mei
	Juni

	
	Minggu
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2

	Tahap Persiapan

	Studi Literatur
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pengamatan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Penyusunan	dan bimbingan Proposal
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Seminar Proposal
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tahap pelaksanaan

	Penelitian
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Wawancara
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pengolahan data
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Penyususnan dan bimbingan Draf Skripsi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tahap Akhir

	Seminar Draf Skripsi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Seminar Skripsi
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